
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan U saha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan 
kemudahan pelaksanaan kemitraan bagi Pemberi 
Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha 
Restoran, Rumah Makan, Bar/ Rumah Min um dan 
Kafe, perlu melakukan perubahan terhadap 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2013 
tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba 
Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
07 /M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan 
Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa 
Makanan dan Minuman; 

Menimbang 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERA TURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 58/M-DAG/PER/9/2014 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 

NOMOR 07 /M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN 
DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN 
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14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
07 /M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan 
Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa 
Makanan dan Minuman; 

Perdagangan Nomor 
tentang Penyelenggaraan 
telah diubah dengan 
Perdagangan Nomor 

Peraturan Menteri 
53/M-DAG/PER/8/2012 
Waralaba sebagaimana 
Peraturan Menteri 
57 /M-DAG/PER/8/2012; 

13. 

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Periwisata 
Nomor PM.87 /HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor BP Tahun 2014; 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24); 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012; 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor: 58/M-DAG/PER/9/2014 
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Pasal 12 
Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba untuk 
jenis usaha Restoran, Rumah Makan, Bar/Rumah 
Minum dan Kafe yang telah mempunyai outlet/ gerai 
lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) outlet/ gerai 
pada saat Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat 
beroperasi dan memiliki outlet/ gerai dengan sejumlah 
dimaksud. 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 11 
Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba untuk 
jenis usaha Restoran, Rumah Makan, Bar/Rumah 
Minum dan Kafe yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 
7, Pasal 8, dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi 
administratif secara bertahap berupa: 
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali 

berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) 
minggu sejak tanggal surat peringatan oleh 
pejabat penerbit Surat Tanda Pendaftaran 
Waralaba; 

b. pemberhentian sementara Surat Tanda 
Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan 
apabila tidak memenuhi ketentuan dalam 
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
hurufa;dan 

c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 
apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b. 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2013 Tentang 
Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis 
Usaha Jasa Makanan dan Minuman diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN 
NOMOR 07 /M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN 
KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA 
JASA MAKANAN DAN MI NUMAN. 

Menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor: 58/M-DAG/PER/9/2014 



4 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

MUHAMMAD LUTFI 

Ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 17 September 2014 
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri mi dengan 
penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor: 58/M-DAG /PER/9/2014 


